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ABSTRAK 

Rian Setia Aji . 201510115202. Optimalisasi Peranan Jaksa Penuntut Umum 

Dalam Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi  

 

Penelitian  ini membahas tentang optimalisasi peran jaksa penuntut umum dalam 

pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi  pada study 

putusan Nomor. 66/Pid.Sus/TPK/2017/PN Bdg , dimana  pelaku tindak pidana korupsi 

dilakukan terdakwa atasa nama Jamintar Manurung / Yan Manurung  melaksanakan 

pekerjaan pembangunan talud di Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, 

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dan hasil pekerjaannya ternyata tidak sesuai 

dengan spesifikasi ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana dalam 

putusan tersebut  mejelis hakim memberikan putusan  atas beban  ganti kerugian 

keuangan negara yang jauh dari dakwaan jaksa penunutut umum  dalam tuntutannya 

memberikan beban ganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.229.193.368,59.- 

(dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga 

ratus enam puluh delapan Rupiah limapuluh Sembilan sen), akan tetapi majelis hakim 

hanya memberikan beban ganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.250.000.000,- 

(dua ratus limapuluh juta Rupiah). Tujuan dilakukannya penelitian ini mengetahui 

optimalisasi peranan jaksa jenuntut umum dalam pembuktian  pengembalian kerugian 

keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan apa kendala jaksa penuntut umum 

dalam meyakinkan hakim atas pengembalian kerugian keuangan negara pada  perkara 

nomor 66/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. 

Dengan menggunakan Metode penelitian yuridis normative metode penelitian 

yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan, bersifat deskriptif analisis dengan menelaah, menjelaskan, dan 

menganalisis peraturan hukum, maka  dapat disimpulkan, bahwa: 1. Peran optimal 

Jaksa Penunutut Umum sangatlah penting dalam Pembuktian atas upaya  

Pengembalian kerugian keuangan negara untuk menjadi bahan pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara, 2. Perlu adanya aturan hukum khusus mengenai kewenangan 

dalam hal pembuktian perhitungan kerugian keuangan negara, dan perlu adanya 

kerjasama antara penegak hukum agar tidak ada kendala bagi jaksa dalam 

membuktikan sesuai dengan apa yang didakwakannya. 

Kata Kunci : Jaksa, Kerugian Keuangan Negara,  Korupsi. 
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ABSTRACT 

 

Rian Setia Aji. 201510115202 . Optimizing the Role of Public Prosecutors in 

Proving State Financial Losses Due to Corruption 

  This research discusses the optimization the role of the public prosecutor 

in returning state financial losses due to corruption in the study of decision No. 66 

/ Pid.Sus / TPK / 2017 / PN Bdg, where perpetrators of corruption committed by 

the defendant name Jamintar Manurung /  Yan Manurung carry out development 

work talud in Muara Village, Pasir Jaya Village, District of  West Bogor, Bogor 

City, ,and the results of his work turned out to be not in accordance with the 

specifications specified in the Budget Plan (RAB), which in the decision the judge 

gave a decision on the burden of state financial compensation far from the 

indictment of the public prosecutor in his claim to provide the state financial 

compensation fee of Rp.2,229 .193,368,59.- (two billion two hundred twenty nine 

million one hundred ninety three thousand three hundred sixty eight Rupiah fifty 

nine cents), but the panel of judges only provides compensation for state financial 

losses of Rp.250,000,000.- (two hundred and fifty million rupiah). The purpose of 

this research is to find out the optimization the role of the public prosecutor in 

proving the return of state financial losses due to corruption and what the 

prosecutors are facing in convincing judges of returning state financial losses in 

case number 66 / Pid.Sus / TPK / 2017 / PN.Bdg . By using juridical normative 

research methods, research methods that refer to legal norms contained in 

legislation, are descriptive analysis by analyzing, explaining, and analyzing legal 

regulations, it can be concluded, that: 1. The optimal role of the Public 

Prosecutors is very important in Proof of efforts to recover state financial losses 

to be considered by judges in deciding cases, 2. There is a need for special legal 

rules regarding the authority in proving the calculation of state financial losses, 

and the need for cooperation between law enforcers so that there are no obstacles 

for prosecutors in proving according to what he was charged with. 

Keywords: Publick Prosecutore, State Financial Losses, Corruption. 
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